BAB IV

METODE ANUITAS DALAM PENGAKUAN KEUNTUNGAN
MURABAHAH DITINJAU DARI ANALISISPRINSIP
SYARIAH DAN ASASKEADILAN

A. Analisis Perbandingan Kredit dan Pembiayaan Murabahah

Perbandingan kredit Bank konvensional dengan Bgakisgiyang umum
banyak berkembang di masyarakat. Pertama perlina#ntang persamaannya,
yakni ada persamaan dalam hal sisi teknis penenimaag, persamaan dalam hal
mekanismetransfer, teknologi informasi yang digunakan maupun dalaah h
syarat-syarat umum untuk mendapat kredit dan peabraseperti KTP, NPWP,
proposal, laporan keuangan dan sebagainya.

Dalam hal persamaan ini semua hal yang terjadi [Bad& Syariahitu
sama persis dengan yang terjadi pada Bank Konveadsimyaris tidak ada
perbedaan. Selanjutnya, mengenai perbedaannyaa daita meliputi aspek akad,
legalitas, struktur organisasi, usaha yang dibiada lingkungan kerja. Yang
pertama tentang akad dan legalitas. Akad dan tagafi merupakan kunci utama
yang membedakan antara bank syariah dan bank ksiowah Dalam hal ini
bergantung dari akadnya. Perbedaannya untuk akadiydng berlangsung pada
bank syariah ini hanya akad yang halal, seperti bagil, jual beli atau sewa
menyewa.

Perbedaan selanjutnya yaitu dalam struktur organizank. Dalam bank
syariah ada keharusan untuk memiliki Dewan PengaSyasiah (DPS) dalam

struktur organisasinya. DPS ini bertugas untuk raemgi operasional bank dan
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produk-produknya agar sesuai dengan garis-garigiabya DPS biasanya
ditempatkan pada posisi setingkat dengan dewandeasisi DPS ini ditetapkan
pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sétiaqmya.

Perbandingan yang lebih dominan antara kredit f&ed& Konvensional
dan pembiayaan sistemurabahahpada bank syariah adalah bahwa pada kredit
Bank Konvensional memakai sistem dan prinsip bungadangkan pada
pembiayaan sisteimurabahahpada bank syariah mengenalkepected of profit
(perkiraan keuntungan/marjin). Dalam memberikailifas kreditturabahahini,
bank konvensional dan syariah mengadakan perjamngdabih dahulu dengan
calon nasabah, yaitu perjanjian kredit atau akadbpeyaan. Perjanjian kredit
atau akad pembiayaan tersebut merupakan suataetyjeas antara pihak bank
dan nasabah. Dengan adanya perjanjian ini, makautisuatu hak dan kewajiban
yang merupakan tanggung jawab dari masing-mashakpi

Bank konvensional menamakan produk penyaluran ddaa lending
dengan nama kredit, sedangkan pada bank syariatit kezsebut dinamakan
pembiayaan. Perlu dikaji lebih lanjut untuk mengataperbedaan yang jelas
dalam kedua bentuk penyaluran dana ini, baik datetode dalam hal pengakuan
keuntungan dan juga sistem akuntansi yang diterapka

Perbandingan dan perbedaan kredit pada bank kdowahsdengan

pembiayaamurabahaldapat dilihat dalam tabel berikut :
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(Yogyakarta:Asgard Chapter, 2010) HIm.113-115

Tabel 4.1
Perbandingan Kredit ddviurabahah
No Perihal Kredit Murabahah
1 Sumber Hukum Hukum Positif Hukumsyara“
terutama Al-Quran
dan Al-Hadist
2 | Orientasi Keuntungan Finansidralah, berkah dan
secara sepihakmardho tillah dengan
(Lembaga  Keuanganjangkauan baik duniawi
Konvensional) yang maupunukhrawi
sifatnya duniawi
3 | Prinsip Dasar Pinjam meminjam uandual-Beli
(loan atau lendiny
4 | Obyek Transaksi Uan@gnoney) Barang (goods) yang
halal
5 | Obyek transaksi Boleh Tidak Boleh
pembiayaan atals
barang yang belum
ada
6 | Jangka waktu (tenor)Berjangka pendek,Berjangka pendek dan
transaksi menengah, panjang | menengah
7 | Esensi Loan plus interest Cost plusarjin
8 | Pengertian Pinjam-meminjam uandual-beli yang
yang pemberian danmewajibkan  penjual
pelunasannya menyampiakan harga
dipisahkan oleh waktupokok barang kepada
dengan imbalan, yangpembeli ditambah
berwujud bunga keuntungan yang
besarnya sesuai dengan
kesepakatan para pihak
terkait (penjual dan
pembeli)
9 | Imbalan (dasar) Penundaan waktu Bukan penundaan
waktu
10 | Imbalan (wujud) Bunga Marjin
11 | Imbalan  (kaitannyaTerkait Tidak boleh terkait
dengan index)
12 | Imbalan (rumusapPelunasan = Pokok HHarga Jual = Harga
matematis) Bunga Pokok + Marjin
"Sugeng WidoddSeluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Apiikat
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13 | Imbalan (Sifat) Floating rate| Fixed rate penentunya
penentunya adalahpara pihak
LKK

14 | Imbalan (potonga| Berlaku otomatis da| Hak prerogatif penju:
atau diskon pasti

15 | Imbalan (berlakunypSebatas jangka wakiuNominal marjin tidak
potongan atau diskon) riil kredit terkait waktu

16 | Imbalan (KaitannyaOtomatis dan Tidak berlaku
dengantime value of fungsional (past
money berlaku)

17 | Cara Pembayaran Angsuran atau cicilan Tunai,sumag atay

cicilan

18 | Penggunaan atauwProduktif dan| Produktif dan
aplikasi transaksi Konsumtif Konsumtif

19 | Manfaat Pembiayaan  Modal kerja davlodal Kerja  dan

investasi (jangka Konsumtif
panjang)

20 | Sifat Aplikasi kredit Terdapat bentanganTerdapat bentangan
dan pembiayaapwaktu antara realisaswaktu antara realisasi
Murabahah dan pelunasan dan pelunasan

21 | Tujuan pembiayaanPembiayaan untukPenggunaan modal
kredit ataumurabahah| segala hal pembiayaan Islami

yang ideal, vyaity
mudharabah dan
musyarakah

22 | Keterlambatan Dikenakan denda Dalam Islam tidak ada
angsuran atay denda yang bersifat
pelunasan menghukum

23 | Denda (perlakuanDiakui sebagal Dibukukan ke rekening
secara akuntansi) pendapatan legal dana sosial yang akan

disalurkan untuk
kemaslahatan umat
(tidak terbatas pada
kalangan muslim saja)
24 | Kesimpulan Lending# Murabahah | Murabahak Lending
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B. PSAK dan PAPSI Sebagai Pedoman Pengaturan Akuntansi Perbankan
Syariah Di Indonesia
Perbedaan karakteristik bank syariah dan bank kmiweal utamanya
adalah karena di bank syariah :
1. Menerapkan prinsip bagi hasil;
2. Tidak ada unsur bunga;
3. Terdapat hubungan kemitraan dengan shahibul malyifp@an dana)
maupunmudharib(nasabah pembiayaaff)
Karena karakteristik yang berbeda ini, maka BankaiMalat Indonesia
pada awal berdirinya tahun 1992 tidak sepenuhnyagam pada PSAK 31
tentang Standar Akuntansi Perbankan, tetap jugagacen kepada standar
akuntansi internasional lembaga keuangan syarialy g#erbitkanAccounting
and Auditing Organization for Islamic Financial Hitstions (AAOIFI'%).
Sebagai lembaga yang saat itu berfungsi mengavesbapkan di Indonesi¥,
Bank Indonesia yang berperan sebagai regulator eperikingan terhadap
transparansi kondisi keuangan bank syariah damsiensiya laporan keuangan

bank syariah yang relevan, komprehensif, andaddgat diperbandingkan.

1025aparuddinAkuntansi Bank Syariah.,.HIm. 145

1%3accounting and Auditing Organization for IslamicnBicial Institutions(AAOIFI)
adalah organisasi akuntansi keuangan untuk Banklelbaga keuangan Islam dunia yang
didaftarkan sebagai organisasi nirlaba di Bahraidaptahun 1411 H (1991 M). Sejak didirikan
organisasi ini terus mengembangkan standar keuamgéaiui pertemuan periodik. Pembentukan
organisasi ini adalah tindak lanjut dari pengembangtandar akuntansi keuangan bank Islam
yang sudah dimulai pada tahun 1987 dan tersimpaerplistakaafslamic Research and Training
Institute, Islamic Development Ba(ibB).

%Fungsi pengawasan semua lembaga keuangan di Inddeesmasuk perbankan dan
perbankan syariah sekarang diambil oleh Otoritaa keuangan (OJK) sejak diterbitkannya UU
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentangi@®dasa Keuangan.
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Perkembangan Akuntansi Bank Syariah secara kdpdarit dikembangkan
pada tahun 1999, Bank Indonesia sebagai pemrakarsambentuk tim
penyusunan PSAK Bank Syariah, yang tertuang dalamat eputusan Gubernur
Bank Indonesia Nomor 1/16/KEP/DGB/1999, yang meiipunsur-unsur
komponen dari Bank Indonesia, Ikatan Akuntan Ind@yeBank Muamalat
Indonesia dan Departemen Keuangan (Kementerianrigamd, hal ini seiring
dengan pesatnya perkembangan Perbankan syariaimgangakan implementasi
dari Undang-Undang nomor 10 tahun 1988

Komponen ini kemudian berhasil menyusun PSAK NoTBftang Bank
Syariah yang diberlakukan pada tanggal 1 Janua®i3.2@Gebagai pedoman
standar, PSAK memerlukan penjabaran lebih lanjuandabentuk pedoman
pelaksanaan yang relevan bagi industri Perbankarigby

Pedoman ini dinamakan PAPSI (Pedoman Akuntansiaipkdam Syariah
Indonesia). Tujuan dan ruang lingkup PAPSI adalah:

1. Membantu bank menyusun laporan keuangan agar sésogan tujuan
laporan keuangan;

2. Menciptakan keseragaman penerapan perlakuan akumtan penyajian
laporan keuangan sehingga meningkatkan daya baraditaya laporan
keuangan bank;

3. Menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh bdadkm menyusun

laporan keuangaff.

1%gofyan S Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuhktintansi Perbankan Syariah”,
(Jakarta: LPFE USAKTI, 2010), HIm. 40

1%Bank IndonesiaPAPSI 2013...Bagian | Pendahuluan 1.3 Tujuan Dan Ruang Lingkup,
angka 01
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Walaupun PAPSI dimaksudkan untuk tujuan penyeraganmamun
PAPSI tidak menghalangi masing-masing bank untukb@gikan informasi yang
relevan bagi pengguna sesuai kondisi bank masirgjrgla Kewenangan
menyusun pedoman akuntansi biasanya menjadi taggguab asosiasi industri
dan regulatornya.

Untuk menghadirkan PAPSI sebagai pedoman Bank &yarBank
Indonesia kembali berinisiatif membentuk Tim Peny#s Pedoman Akuntansi
Perbankan Syariah Indonesia dengan menerbitkant dwputusan Deputi
Gubernur Bank Indonesia No. 2/8/KEP.DpG/2000 Tahgg@aSeptember 2000.
Penyusunan Pedoman Standar Akuntansi Perbankamlbysaat itu mengacu
kepada PSAK No. 59.

Proses penyusunan PAPSI dilakukan melalui 8 (de)apaapan, yaitu :

1. Melakukan kajian dan inventarisasi terhadap selakimtansi keuangan
yang berlaku, termasuk Standar Akuntansi Keuangdgrriasional dan
ketentuan perbankan syariah lainnya;

2. Menyusun sistematika dan substansi isi PAPSI;

3. Mengumpulkan dan menyeleksi materi untuk penyusi#spSI;

4. Membentuk tim kecil untuk merumuskan dan menelaatmpsalahan
tertentu;

5. Merumuskan draft PAPSI,

6. Menyelenggarakanimited hearing untuk menampung masukan dari
kalangan terbatas yang dianggap memiliki keterkaitgxat dengan

pelaksanaan akuntansi bagi bank syariah;
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7. Menyusundraft final PAPSI;
8. Menyerahkan PAPSI kepada Bank Indonesia untuk kisah
pemberlakuannyd’.

Tim penyusun ini tercatat telah berhasil menyusuAP® yang
diberlakukan tahun 2003 (sering dikenal dengan ta@bBAPSI 2003). Seiring
dengan peningkatan volume transaksi keuangan Isfeaka pada tahun 2005 IAI
membentuk Komite Akuntansi Syariah sebagai bag@m OSAK yang secara
khusus bertugas untuk menyiapkan standar akuiteanbaga keuangan Islam.

Berikutnya Pada tahun 2010 IAlI memutuskan untuk tra@sformasikan
komite ini menjadi DSAS (Dewan Standar Akuntansi aish) yang
kedudukannya setara dengan DSAK. Sebagai PSAKasyaFSAK 59 adalah
ketentuan standar khusus bagi industri perbankaniasyDSAS berkewajiban
menghadirkan PSAK syariah untuk digunakan olehrskliembaga keuangan
syariah, baik Bank syariah, Asuransi Syariah, PaigadSyariah, Pasar Modal
Syariah dan selainnya. Mengingat terdapat kesami@aatara lembaga keuangan
syariah, maka PSAK 59 tentang Perbankan Syariahudteam dibatalkan dan
sebagai gantinya dipecah menjadi beberapa PSAKais¢gsnis akad, dimana
penggunannya dapat berlaku bagi seluruh entitag yaslakukan transaksi
syariah sesuai akad masing-masing. PSAK pengganiaku terhitung Januari
2008, yaitu: Kerangka Dasar Penyusunan dan Penydjgporan Keuangan
Syariah dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangama8 (KDPPLKS) ,

PSAK 101: 148 Penyajian Laporan Keuangan Syari&AKP102: Akuntansi

197 Bank IndonesiaPedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI 20418), ix
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Murabahah PSAK 103: Akuntansbalam PSAK 104 Akuntansishtisng PSAK
105 AkuntansMudharabah PSAK 106: AkuntansMusyarakahdan PSAK 107:
Akuntansiljarah®,

Dalam perkembangannya PSAK 101 tahun 2008 teld mengalami
revisi, pertama sekali pada tahun 2011 dan kaligy&edua pada tahun
2014.Seiring dengan dibatalkannya PSAK 59 Tentakgnfansi Perbankan
Syariah yang digantikan menjadi beberapa PSAK ydisgbut diatas, maka
PAPSI 2003 perlu pula dilakukan penggantian. PARB03 ini kini telah

digantikan dengan PAPSI 2013, yang diberlakukamdstus 2015,

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Metode Anuitas Dalam

Pengakuan Keuntungan Murabahah

1. Ekonomi Syariah Sebagai Landasan Dalam Kegiatan Bertransaksi

Pada Perbankan Syariah
Dalam perspektif ekonomi syariah ada satu titik layeang benar-benar

harus diperhatikan yaitu ekonomi syariah itu seguhgya bermuara kepada
agidah Islam, yang bersumber dari syariah atauatekgta lain bahwa ekonomi
syariah bermuara pada Al-Quran dan As Sunnah. Ddiamini perspektif
ekonomi syariah dapat membantu mewujudikaman well beingmelalui
pengalokasian dan pendistribusian sumber daya wdeng langka sesuai dengan

ajaran Islam, tanpa mengabaikan kebebasan indivataa terus menciptakan

%8s aparuddinAkuntansi Bank Syariah.,.HIm. 147-148
%9bid, HIm.148
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kondisi makro ekonomi yang semakin baik dan memgiréerjadinya ketidak
seimbangan ekologit’

Salah satu karakteristik ekonomi syariah adalalnysaleeseimbangan
yang merupakan karakteristik dasar dari ekonomrialyayang aktualisasinya
adanya keseimbangan kepemilikan individu dan kelgeani publik. Transaksi
Syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dandiksa dalam memperoleh
manfaat ¢haring economigs sehingga seseorang tidak boleh mendapat
keuntungan di atas kerugian orang lain. Implemerteadilan dalam kegiatan
usaha salah satunya adalah berupa aturan primsgmalahyang melarang
adanya unsur bunga dalam segala bentuk dan jeft&nya

Transaksi syariah berlandaskan paradigma dasar ebatam semesta
diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (Kepercaydlahi)l dan sarana
kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untakcapai kesejahteraan
hakiki secara material dan spiritual. Paradigmadésrsebut menekankan pada
setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabslitdan nilai llahiyah yang
menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagampter baik dan buruk,
benar dan salah aktivitas usaha. Paradigma tersdédamt membentuk integritas
yang membantu terbentuknya tata kelola yang lgidod governancedan
disiplin pasa(market disciplineyang baik*2

Selain itu, sumber utama Hukum Islam adalah Al-@ur'yang

menetapkan beberapa hukum dan aturan bahwa seramg @ercaya dan

"%ermansyahtimplementasi Pembiayaan Murabahah......... HIm. 544-545

Mbid, HIm.545

"3wirosorAkuntansi Transaksi Syariah”(Jakarta: lkatan Akuntan Indonesia, 2011),
Him. 27
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mengikutinya. Selanjutnya sumber kedua adalah $uateu Hadist Rasulullah
SAW. Sunnah terdiri dari kumpulan ajaran dan pedudikaitkan dengan (atau
disetujui oleh) Nabi. Sunnah menambahkan penjelgang terkandung di dalam
Al-Quran dan melengkapiny®. Oleh karena itu, keuangan Islam berasal dari
perintah yang ditemukan di dalam Al-Quran dan Katiabi Muhammad SAW.

Ekonomi syariah bertujuan bahwa setiap kegiatanusiandidasarkan
kepada pengabdian kepada Allah SWT., untuk memadanuoumi, maka dalam
melakukan kegiatan ekonomi umat Islam harus mengakan keharmonisan dan
pelestarian alam. Kebahagiaan yang dikejar daldamisukan semata-mata
kebahagiaan di dunia saja tetapi juga kebahagiaakidrat. Sistem ekonomi
syariah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

a. Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem dyaeaara keseluruhan
dan keyakinan merupakan satu bagian saja damsisgariah. Oleh sebab
itu hubungan ekonomi syariah dengan akidah seddaasymenyebabkan
kegiatan ekonomi dalam syariah berbeda denganitaktiekonomi yang
diciptakan manusia.

b. Ekonomi syariah merealisasikan keseimbangan ante@pentingan
individu dan masyarakat, hal ini sesuai dengandaitaekonomi syariah
yaitu untuk merealisasikan kekayaan dan kesejanerhidup dan
keuntungan umum bagi masyarakat, bukan untuk mehkeip persaingan
dan monopoli serta sikap mementingkan diri senditgar mudah

memposisikan sistem ekonomi syariah tersebut dgdasisi yang tepat

M3arim Djaraouaneet al, “Choice of Govening Law in Islamic Financgréements”,
International Business Law Journal, Vol.2, No.2020HIm.116
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dan proporsional setidaknya digunakan dua sudutagran yaitu yang
pertama secara eksklusif artinya menempatkan sisganh dalam posisi
internal danintegratif dari ajaran Islam sebagai sebuah kesatuan yang
sistematis dan menyelurukeffah™*.

Sudut pandang yang kedua yaitu secara internalyartsemua muslim
wajib secara mutlak menempatkan syariah di atasalagglanya yang
diimplementasikan dalam setiap bentuk kehidupantgfanasuk di bidang
ekonomi yang salah satu implementasinya dalam pképa syariah. Seluruh
karakteristik enonomi syariah pada dasarnya meampakianifestasi dari
karakteristik Islam itu sendiri artinya merupakaengejawantahan dari syariat
Islam yang diterapkan dalam bidang ekonomi. Kekiadari karakteristik
ekonomi syariah ini dalam aplikasinya ditengah ek sistem ekonomi
kontemporer antara lain tampak jelas pada kegi&tmsaksi keuangan yang
Islam, terutama berupa dilakukan dengan mengedapamilai moral yang
didasarkan kepada prinsip keharusan melakukan pe&agpapembiayaan dan
investasi pada kegiatan usaha yang halal secaialsya

Pelarangan praktik riba dan segala bentuk kegiggaryang bersifat
spekulatif, perjudiannfaisir), ketidakjelasangharar) dan pelanggaran prinsip
keadilan dalam bertransaksi. Terkandung dua aspek aling berhubungan
dalam praktek perbankan syariah yaitu aspek syat@haspek komersial atau
aspek bisnis. Penerapan aspek syariah secara mmtuk saat ini sepertinya

belum bisa dilaksanakan karena para pelaku perbaskariah masih banyak

** Hermansyahtimplementasi Pembiayaan Murabahah......... Him. 545

115 bid, HIm.545-546
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yang mempergunakan tata cara ekonomi perbankan geetgyerupai sistem

perbankan secara konvensional. Di sisi lain apap#taksanaan perbankan
syariah hanya memperhatikan aspek bisnis saja tampaperhatikan aspek
syariah sama saja dengan melakukan praktek penmbasdeara konvensional

dengan kemasan akad syariah atau dengan katadaya lganti menggunakan
baju syariah. Adapun ketika prinsip syariah men@asar kegiatan usaha bank
syariah, maka diartikan sebagai kegiatan usaha yidag mengandung unsur
riba, maisir, gharar, harandanzhalint*®.

Prinsip syariah berlaku bagi semua aspek kehidugsorang muslim,
begitu juga dalam prakteknya di perbankan syariahgyjelas diatur dalam
peraturan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentamdpaRkan Syariah,
dimana Undang-Undang ini memuat tentang ketenthaisus bagi bank syariah
yang sesuai dengan asdex specialis derogat legi generali Sejak
diundangkannya Undang-Undang No. 21 tahun 200&rignPerbankan Syariah,
eksistensi Dewan Syariah Nasional MUI sebagai leg@abgang memiliki
kewenangan fatwa semakin memiliki legitimasinyaldda Pasal 26 Undang-
Undang tersebut disebutkan bahwa kegiatan usaliatdarproduk dan jasa bank
syariah wajib tunduk kepada prinsip syatiah Prinsip syariah dimaksud
difatwakan oleh MUI yang merupakan induk dari Dev@mariah Nasional yang
merupakan lembaga independen yang dibentuk damildibekewenangan oleh
MUI dalam menerbitkan fatwa terkait masalah ekonayariah dan kegiatan

usaha berdasarkan prinsip syariah dari lembaganganamaupun bisnis syariah.

"9bid, HIm.546
""Republik Indonesiandang-Undang RI Nomor 21 Tahun 20@&sal 26 angka 1
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2. Metode Anuitas Dan Proporsional Dalam Per spektif Ekonomi Syariah

Penggunaan metode anuitas dan proporsional bantuptak menerapkan
pelaporan keuangan bank syariah secara baik, akerakur dan sesuai dengan
prinsip syariah melalui akuntansi syariah. Akuniaysriah berawal dari adanya
data dasar yang berupa dokumen pembukuan yangkbarisi\formasi yang
dilakukan oleh entitas syariah. Metode anuitasmtaporsional dalam pengakuan
keuntungamrmurabahahharus dilakukan secara transparan, akuntabel esurais
prinsip syariah. Adapun prinsip syariah dalam peydénMurabahah adalah
berdasarkan Fatwa DSN Nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 tegt®urabahah antara
lain adalah bank dan nasabah harus melakukanrmakeabahahyang bebas riba,
barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan olgyariat Islam, Bank
membiayai sebagian atau seluruh harga pembeliarg ytatah disepakati
kualifikasinya. Selain itu, bank membeli barang gatiperlukan nasabah atas
nama bank sendiri secara sah dan bebas riba.,Hzank menyampaikan semua
hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pkenbelilakukan secara
hutang dan bank kemudian menjual barang terselpatdeenasabah dengan harga
jual senilai harga beli plus keuntungantya

Dalam kaitan ini, bank harus memberitahukan sepgua harga pokok

barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlusafanjutnya, prinsip

syariah dalammurabahahadalah nasabah membayar harga barang yang telah

disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yiteh disepakati. Untuk

mencegah terjadi penyalahgunaan atau kerusakan, gkhdk bank dapat

8pewan Syariah Nasionafatwa Tentang MurabahalFatwa DSN-MUI No. 04/DSN-
MUI/X11/2000
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mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah, dan bank hendak
mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barangpitzak ketiga, akad jual
beli murabahahharus dilakukan setelah barang secara prinsip chengaik
bank'®.

Lebih lanjut, metode anuitas dan proporsional jagakukan menurut
kebiasaan yang berlaku didalam lembaga keuanganalsyaArtinya metode
tersebut merupakan metode yang sudah biasa diteragk dalam lembaga
keuangan syariah dan memberikan kemanfaataasl@hah)bagi pertumbuhan
bank syariah. Di dalam fatwa Dewan Syariah NasioNamor 84/DSN-
MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan keuntungdh Tamwil Bi Al-
Murabahah(PembiayaaMurabahahDi Lembaga Keuangan Syariah) dinyatakan
bahwa pengakuan keuntungan pembiayamarabahah dalam bisnis yang
dilakukan oleh lembaga keuangan syariah boleh ukiak secara proporsional
dan secara anuitas selama sesuai dengdn (kebiasaan) yang berlaku di
kalangan LKS.

Berdasarkan ketentuan fatwa tersebut menunjukkawd@rinsip syariah
harus memenuhi unsur-unsur material dan formal.ubJossur material antara
lain perjanjian murabahah harus bebas riba, barang yang dijadikan objek
murabahahadalah halal sesuai syariat, dan barang sertaa hafgh dilakukan
kualifikasi sebelumnya. Disamping itu, unsur-unumal antara lain pembelian
barang dilakukan atas nama bank syariah, transgiagatam pembelian barang

dan disampaikan kepada pembeli, bank syariah miekgmabali barang setelah

"Ipid
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mengambil keuntungan. Nasabah membayar harga p@d gaat yang telah
ditentukan, bank dapat membuat perjanjian khustiskumenghindari kerusakan
perjanjian {anprestasi) dan bank dapat mewakilkan pembelian barang
murabahahkepada nasabah danurabahahdapat dilaksanakan setelah barang
menjadi kepemilikan bank syariah. Selain itu, metaghuitas dan proporsional
sudah sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di dakamtansi perbankan

syariah®.

3. Metode Anuitas Dalam Pengakuan Keuntungan Murabahah Ditinjau
Dari Perspektif Akuntans Syariah Indonesia
Pengakuan keuntungamurabahah secara proporsional dan metode
anuitas sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. SM/BIUI/XI11/2012
memunculkan pendapat bahwa kedua metode tersebatusaya diatur dalam
PSAK 102. Secara lebih spesifik, revisi seharushigkukan atas paragraf dalam
PSAK 102 yang terkait pengakuan pendapataurabahaf?’. Pendapat lain
menyatakan bahwa pengakuan pendapatan yang daém ?SAK 102 memiliki
konsep akuntansi yang berbeda dengan metode arfe@8AK 102 menggunakan
konsep jual beli yang tidak memisahkannya menjaalinsiaksi jual beli dan
transaksi pembiayaan. Hal ini berbeda dengan kogaseg digunakan dalam
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) umum, dimana kepknjual melakukan
transaksi jual beli dengan pembayaran secara tanggaka transaksi tersebut

diperlakukan secara terpisah menjadi transaksbekldan transaksi pembiayaan.

1raisal,“Metode Anuitas Dan Proporsional Murabahabh........ Him. 392
121nSAS IAI, Exposure Draft PSAK 102 Murabahgiakarta: Ikatan Akuntan Indonesia,
2013), Dasar Kesimpulan (DK)7

This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.
Please use purchased version to remove this message.



117

Sementara metode anuitas dalamirabahahmerupakan konsep pembiayaan
berbasis jual beli. Kedua konsep tersebut tidalkatdamabungkan karena akan
menghasilkan informasi keuangan yang berbeda sestgmdikan. Konsep jual
beli dan pembiayaan juga diatur dalam PSAK yangpdma dalam SAK umum,
yaitu PSAK 23 : Pendapatan untuk transaksi jualdsei PSAK 55, PSAK 50 dan
PSAK 60 Untuk pembiayaft.

Dalam kasus tertentu terdapat permintaan dari pkdamasyariah kepada
Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) lkatan akummdonesia (IAl) untuk
menyiapkan PSAK Syariah, namun karena substamsakai dinilai DSAS sama
dengan substansi transaksi konvensional, maka DSA8k berkenan
membuatkan PSAK yang berbeda, walaupun transaksstiet ada fatwa DSN
yang membolehkannya. DSAS berpendirian demikiaeramakuntansi memiliki
karakteristik sSubstansi menggungguli bentukladi apabila substansi transaksi
sama dengan substansi transaksi konvensional, R&#eK yang digunakan
adalah PSAK konvensional yang sudah ada. Contohskas adalah transaksi
murabahah dengan perhitungan keuntungan margin secara anuiiEnana
menurut DSAS substansinya adalah sama dengan perahitbukan jual befi}®

DSAS sebagai lembaga yang berwenang dalam penyusataa revisi
terhadap PSAK yang terkait dengan akuntansi syamamutuskan penerapan
metode anuitas tidak diatur tersendiri dalam PSAKR Blengan pertimbangan
sebagaimana disebutkan pada pargaraf sebelumnya mempertimbangkan

bahwa SAK syariah merupakan pelengkap atas SAK uatam ketika substansi

122hid, Dasar Kesimpulan (DK) 08
1Z3gsaparuddinAkuntansi Bank Syariah.,.HIm. 144
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pengaturan dalam SAK umum tidak dapat diterapkagta paansaksi berbasis
syariah tersebut. Dengan demikian pengaturan d&&AK 55, 50 dan 60
diterapkan atas transaksi yang menggunakan memdgs’*

Terdapat pendapat yang menganggap PSAK 55, PSA#faB(PSAK 60
tidak tepat untuk diterapkan pada transaksi bestmgiriah dalam hal ini adalah
transaksimurabahah karena konsep yang melekat dalam PSAK tersebak ti
sesuai dengan prinsip syartah Salah satunya adalah konsep bunga sebagai
landasan dalam transaksi utang piutang. DSAS |Alkdsmpulan bahwa
penerapan PSAK 55, PSAK 50 dan PSAK 60 hanya mkampgengaturan
akuntansi atas transakaurabahahatau hanya cara pencatatan transaksi berbasis
syarial®®. Penerapan Pengaturan dalam PSAK 55, PSAK 5®8ai 60 harus
memperhatikan karakteristik transaksi syariah secamum dan transaksi
murabahahsecara khusus. Beberapa hal yang harus diperhatdtam penerapan
PSAK tersebut antara lain adalah tingkat imbal Ihefgktif (Effective Rate Of
Return) merupakan metode alokasi pengakuan pendapatarabahah yang
pengertiannya berbeda dengan tingkat bunga ef&téctive Interest Ratgjang
mencerminkan unsur riba, adanya batasan pendapats@bahahyang dialokasi
dengan tingkat imbal hasil efektif dan hal f&in

Perlakuan akuntansnurabahahanuitas yang mengacu pada PSAK 55,
PSAK 50 dan PSAK 60 menimbulkan perbedaan pendapakah hal ini

merupakan keharusan atau pilihan kebijakan akuint&@®bagian berpendapat

12DSAS IAIl, Exposure Draft PSAK 102 MurabahahDasar Kesimpulan (DK) 09
129 bid, Dasar Kesimpulan (DK) 10
129bid, Dasar Kesimpulan (DK) 11
?libid, Dasar Kesimpulan (DK) 12
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bahwa entitas diberikan kebebasan untuk menggurR&aiK 55, PSAK 50 dan
PSAK 60 atau menggunakan PSAK 1@licy Choise)sebagaimana misalnya
entitas diberikan pilihan untuk mengukur aset tgtaga biaya perolehan atau
nilai wajar. Entitas tidak perlu melakukan penifeigatu per satu transaksi
murabahahapakah menggunakan PSAK 55, PSAK 50 dan PSAK &0 REAK
1028

Namun pendapat lain mengatakan bahwa entitas harelskukan
penilaian satu per satu transaksirabahahberdasarkan substansi ekonominya
apakah jual beli atau pembiayaan berbasis jual. iha substansi terkait
murabahah tersebut merupakan pembiayaan berbasis jual belgka
menggunakan PSAK 55, PSAK 50 dan PSAK 60. Halefaras dengan konsep
“substansi mengungguli bentuk” dalam Kerangka DaPBanyusunan dan
Penyajian Laporan Keuangan Syatfdh

DSAS IAl dalam menanggapi perbedaan pendapat tgrseemutuskan
entitas harus melakukan penilaian transaksirabahah satu per satu untuk
menentukan substansinya sebagai jual beli (menggun&®SAK 102) atau
pembiayaan berbasis jual beli (menggunakan PSAKPEAK 50 dan PSAK
60)°. Kriteria jual beli dan pembiayaan berbasis jugli Hitentukan oleh risiko
terkait kepemilikan persediagitolding Inventory Risk)Jika entitas memiliki
risiko kepemilikan persediaan yang signifikan, makatitas terekspos risiko
sebagai penjual. Sehingga transaksurabahah yang dilakukannya secara

substansi merupakan jual beli. Jika entitas meinribiko kepemilikan persediaan

128hid, Dasar Kesimpulan (DK) 13
129bid, Dasar Kesimpulan (DK) 14
13%bid, Dasar Kesimpulan (DK) 15
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yang tidak signifikan, maka tidak terekspos sebgmmjual, tetapi terekspos
risiko pembiayaan. Sehingga transaksurabahah yang dilakukan secara
substansi merupakan pembiayaan berbasis judfbdienis risiko terkait dengan
kepemilikan persediaan antara lain :

a. Risiko perubahan harga persediaan;

b. Keusangan dan kerusakan persediaan;

c. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan;

d. Risiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak.

Jenis risiko lain, yang tidak disebutkan diatas ghkim ada dan relevan
untuk menentukan signifikansi risiko terkait kepkkan persediaan. Entitas
harus membuat pertimbang§udgement)untuk menentukan jenis, keberadaan
dan signifikansi risiko yang muncul terkait dendg@pemilikan persediaan dalam
transaksmurabahah

Apabila terdapat perbedaan pandangan diantara gambeuangan syariah
yang menjadi menjadi referensi bagi pengaturangmidn syariah seperti contoh
kasusmurabahahanuitas ini, maka yang berperan untuk memutuskaenapannya
bagi perbankan syariah adalah pengaturan yangoltn oleh otoritas, yaitu OJK.
Demikian pula apabila dalam pandangan OJK adaasdiiahwa fatwa dimanfaatkan
untuk suatu transaksi yang akan berpengaruh buagksistem keuangan, maka OJK

dapat membuat peraturan yang mengikat sebagai hp&aitif untuk pengetatannya.

134bid,Dasar Kesimpulan (DK) 16
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4. Analisis Prinsip Syariah Terhadap Penetapan Metode Anuitas Dalam
Pengakuan Keuntungan Murabahah

Penetapan metode anuitas dalam pengakuan keuntumgaiahahdi
perbankan syariah tak lepas dari terbitnya FatwaN-BMBJI No. 84/DSN-
MUI/X11/2012 tentang metode pengakuan keuntung&Tamwil Bil-Murabahah
(Pembiayaan Murabahal) di Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa yang
dikeluarkan oleh DSN MUI ini pun menjadi acuan dalanplementasi metode
anuitas dalam pengakuan keuntungamrabahahdi perbankan syariah.

Dikarenakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak pdaunjuk detall
yang mengatur penggunaan bermacam metode dalanarpbibgn keuntungan
Murabahah DSN-MUI mengambil beberapa rujukan pendapat pafar/ahli di
antaranya :

a. Pendapat Dr. Wahbah az-Zuhaili :

“Akibat hukum utama akad (tujuan akagdhayal) terjadi seketika--

berdasarkan ketentuasyara’-- hanya dengan terjadinya akad yang sah

(memenuhi rukun dan syarat-syaratnya)...dengan teyjachkad jual beli

yang sah, beralihlah kepemilikan (barang) kepadabed, demikian pula

akibat hukum akad lainny&®

Analisis penulis terhadap pendapat Dr Wahbah tetsebalkan telah
terpenuhinya rukun dan syarat dalamrabahah jual beli yang dilakukan pun
menjadi sah dengan beralihnya kepemilikan barampgde pembeli dan akibat

hukum akad lainnya termasuk dalam hal penggunaatodeepengakuan

keuntungan dalammurabahah

133wahbah Zuhailial-Figh al-Islami wa Adillatuhu(Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir,2006
Juz IV, HIm.3084 dalam Fatwa DSN No0.84/DSN-MUI/210/1.2
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b. Pendapatugahadalamal-Maws(’ah al-Fighiyyah al-Kuwaitiyyah

“Dalam jual-beli, obyeKmabi’) menjadi milik pembeli dan uar({gsaman)

menjadi milik penjual; pembeli menjadi pemilik olkyémabi’) dengan

terjadinya akad jual-beli yang sah, tanpa disyaratkdanya penguasaan

(gqabdhy**,

Pendapat diatas mirip dengan pendapat Dr. Wahbdielusenya,
substansi dari pendapat ini adalah dengan beraitkgpemilikan obyek ke
pembeli maka terjadilah akad jual-beli yang sahkasatanpa ada persyaratan
yang muncul dari akad jual beli tersebut.

c. KeputusanAccounting and Auditing Organisation for Islamicn&ncial

Institutions(AAQIFI) :

1) Lembaga keuangan syariah tidak dilarang untuk maemejgan
metode yang diterima (dibolehkapleh syariah dan ‘urf dalam
menghitung keuntungan m@rabahaf sesuai jangka waktu
pembiayaan, antara lain metode penghitungan kegatun
berdasarkan prosentase atas jumlah total hargaiggamaim dalam
satu tahun, selama jangka waktu pembiayé@haariqgah al-hisab
allati ta'tamidu 'ala tahdid al-ribh nisbatan 'alkamil al-mablagh
sanawiyan li kamil al-muddah)yatau metode penghitungan secara
menurun (tharigah al-hisab al-tanazuliyah)yaitu penghitungan

keuntungan berdasarkan sisa pembiayaan yang menjadi

tanggungjawab nasabah sesuai dengan jadual angsDedam

133al-Mausu’atu al Fighiyah al-Kuwaitiyah Wizaratul Augaf al-Kuwaitiyah, Juz 9,

HIm.37 dalam Fatwa DSN No0.84/DSN-MUI/XII/2012

— This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.
Please use purchased version to remove this message.



123

kedua metode tersebut, pada saat akad total hamga hprus
disebutkan dalam bentuk nomitil

2) Pengakuan keuntungan jual-beli tangguh yang hagegatlgayar
sekaligus setelah periode buku berjalan atau ditsg@araangsuran
dalam beberapa periode buku berikutnya, dilakukangdn salah
satu dari dua metode berikut:

a) Pengakuan keuntungan disebar ke dalam beberapad@eri
buku yang akan datang sampai dengan jatuh temfamdati
untuk setiap periode buku ada bagian keuntungang yan
ditentukan, baik pembayaran harga tersebut diterateu
tidak. Inilah metode yang lebih disukai;

b) Pengakuan keuntungan dilakukan ketika setiap aagsur
bayaran harga diterima, apabila dewan pengawasakyar
LKS/bank membolehkannya atau apabila otoritas psaga
mengharuskan demiki&it

d. Pendapat Dr. 'Isham Abdul Hadi Abu Nashr :

“(dalam murabahah tangguh atau cicilan) ketika ada skema yang
memberikan jaminan kepada penjual bahwa penagimgsusan yang
masih tesisa akan berhasil tepat waktu, karena ada jamradom) berupa
barang yang menjadi obyek jual atau lainnya, dagsaman bisa
diambil/dipenuhi dari harga penjualan marhun pagd erjadi kemacetan
pembayaran dari pembeli, maka tidak ada alasankumtenunda

39AAQIFI, al-Ma’ayir al-Syar'iyah li al-Muraja’ah al-Islamiy&, Mi'yar No. 47, Hai'ah
al-Muraja’ah wa al-Muhasabah al-Islamiyah, Bahraifllm.63Jalam Fatwa DSN No0.84/DSN-
MUI/XI11/2012

13°AAOIFI, Ma’ayir al-Muhasabah wa al-Muraja’ah wa al-Dhawabiti al-Mu’assasat
al-Maliyah al Islamiyah,Mi'yar no.2, Bahrain, 2004, HiIm.142 dalam Fatwa DSN.84/DSN-
MUI/XI11/2012
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pengakuan keuntunganurabahahsampai dengan angsuran tertagih atau
telah jatuh tempd®®

Selain pendapat para pakar diatas, DSN-MUI jugajaaémn kaidah

Figih sebagai landasan hukum, di antardifya

1)

2)

3)

4)

5)

L J.b 9 of 'v; i;.u}i fx:.::.ﬁi o SN

“Pada dasarnya, segala bentol’amalatboleh dilakukan kecuali ada
dalil yang mengharamkannya”.

Y LA S I
.c.._..:.-:-l_’_,p-tg’ﬂs._..:rl_,.hr.:_;’ﬁb

“Sebuah kewajiban tidak terlaksana kecuali dengssuau, maka
sesuatu itu wajib pula hukumnya”

1-:-1..4.." (P }:- :]iul.’pr'yif_’j:af

-

“Keputusan/kebijakan/tindakan pemegang otoritasateap rakyat
harus mempertimbangkan maslahat”

PR AH]
“Adat (dapat) dijadikan pertimbangan dalam penetdp&um”
A By ldis 6 Lyl

“Sesuatu yang diketahui (berlaku) secara adat fdsartan kebiasaan)
sama statusnya dengan sesuatu yang ditetapkarasspat”

136,

al-Mu’alajah al-Muhasabiyah li'Amaliyat al-Bai’ bal-Tagsith, Muhasaba fi Dhaiah

kam al-Figh al-Islami, HIm. 9, HIm 11 dalam Fatw&® No.84/DSN-MUI/XI1/2012
¥’Dewan Syariah Nasiondfatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XI1/2012
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R T ese L0 2 @ & - o Lo dea
" 4 B 1 G

“Sesuatu yang diketahui (berlaku) secara adat fdsartan kebiasaan)
di antara sesama pedagang sama statusnya dengaatusgang
ditetapkan sebagai syarat diantara mereka”

2 a8l S Al Lt
7) e 2T e

“Sesuatu yang tetap (berlaku) berdasarkan kebiasama statusnya
dengan sesuatu yang ditetapkan demgesin”

. e 5330 i 5

“Keputusan pemerintah (pemegang otoritas) dalamalalagjtihad
menghilangkarikhtilaf”

Dl 1) (S50 15

“Keputusan pemerintah (pemegang otoritas) menghkizam
ikhtilaf”

9)

Berdasarkan kaidafigih diatas kemudian disertai dengan analisis dari
pendapat para pakar, DSN-MUI mengeluarkan fatwa8¥4DSN-MUI/XI11/2012
tentang metode pengakuan keuntungaTamwil Bil-Murabahah(Pembiayaan
Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa ini juga nuéngndasan
untuk diterapkannya metode anuitas dalam pengakeantunganmurabahah
Fatwa ini secara substansi mengabtahwa pengakuan keuntungamurabahah
dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagahtujjar), yaitu secara proporsional
boleh dilakukan selama sesuai dengeh (kebiasaan) yang berlaku di kalangan para
pedagang dl-tujjar); dan pengakuan keuntungaal-tamwil bi al-murabahah

(pembiayaanmurabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan
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syariah, boleh dilakukan secara proporsiorthlrfgah mubasyirah dan secara
anuitas tharigah al-hisab ‘al-tanazuliyyah/tharigah tanadugyal selama sesuai
dengariurf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan lembaga keuasgariah.

Namun dengan dikeluarkannya fatwa ini menimbulkamnmasalahan terkait
belum diaturnya ketentuan akuntansi jika metodetasiyang dipergunakan, sedangkan
apabila metode proporsional yang dipergunakan keterakuntansi yang dipakai
adalah PSAK No. 102 tentaidurabahah Menanggapi hal tersebut DSAS-IAI
menerbitkan Buletin Teknis No. 9 Tentang peneraptatode Anuitas Dalam
Murabahah yang diperkuat dalam Surat Edaran Bank Indones@ma
15/26/DPbs/2013 tentang pelaksanaan Pedoman AlginRerbankan Syariah
Indonesia (PAPSI).

Substansi dari regulasi ini adalah Akuntansi uelnbiayaamurabahah
yang substansinya dikategorikan sebagai kegiatambipgaan fjnancing
mengacu pada PSAK 53nstrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
PSAK 50: Instrumen Keuangan: PenyajiaiPSAK 60: Instrumen Keuangan:
Pengungkapanian PSAK lain yang releva®leh karena itu, lembaga keuangan
syariah yang menerapkan anuitas untuk pengakuam tfansaksi pembiayaan
murabahah sesuai Fatwa No0.84/DSN-MUI/XI1/2012 harus melakukan
pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkpparbiayaammurabahah
sesuai dengan ketentuan dalam PSAK-PSAK tersebutasuk akuntansi untuk
penurunan nilai dari pembiayaanurabahahdan pengungkapan risiko secara
kualitatif dan kuantitatif yang timbul dari pemb&gnmurabahaltersebut.

Dengan memperhatikan cara perhitungan imbalanratamn murabahah

tersebut, tampaklah secara jelas bahwa metode tygghn demikian telah
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melakukan pergeseran pondasi transaksi atas rmkaabahahyang seharusnya
hakekatnya adalah jual-beli dengan objek barangjadentang-piutang dengan
objek uang dengan wujud yang dinamakan pembiay&@mngan demikian
transaksimurabahahdapat kehilangan bentuk asalnya. Pengakuan kegarun
untuk transaksmurabahahtangguh mungkin juga tidak sesuai dengan kaidah
syariah dalam jual-beli.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/201pengakuan
keuntunganmurabahahdalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagatg (
tujjar), yaitu secara proporsional boleh dilakukan selaseauai dengaurf
(kebiasaan) yang berlaku di kalangan para pedaarigjjar); dan pengakuan
keuntunganal-tamwil bi al-murabahah(pembiayaamrmurabahah dalam bisnis
yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, balédkukan secara
proporsional tharigah mubasyirah dan secara anuitashérigah al-hisab ‘al-
tanazuliyyah/tharigah tanaqushiyyabelama sesuai dengamf (kebiasaan) yang
berlaku di kalangan lembaga keuangan syariah. iidsagacu pada fatwa diatas
sudah sangat jelas bahwa posisi lembaga keuangaalsyliilustrasikan sebagai
pedagang dan nasabah sebagai pembeli sehinggayakgderjalin pun adalah
transaksi jual beli.

Dengan demikian substansiurabahahadalah sebagai transaksi jual beli
dan bukanlah sebuah transaksi pinjam meminjam udaguun dengan pedoman
PAPSI 2013 yang mengatur ketentuan akuntansi daptamarapan metode anuitas
dalam pengakuan keuntungan murabahan mengacu [@&ld B5: Instrumen

Keuangan: Pengakuan dan PengukyraRSAK 50: Instrumen Keuangan:
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Penyajian PSAK 60:Instrumen Keuangan: Pengungkapdan PSAK lain yang
relevan secara substansi mengubah polaabahah dari transaksi jual beli
menjadi transaksi pinjam meminjam uang dikarenaR&AK tersebut adalah
ketentuan akuntansi yang lazim dipergunakan dalammitopngan bunga pada
lembaga keuangan konvensional.

Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentangmurabahahsecara
tegas menyebutkan dalam ketentuan umJorabahah dalam Bank Syariah:
“Bank dan nasabah harus melakukan akagrabahahyang bebas rid&".
Selanjutnya fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang Burlmterest/Faidah
khususnya mengenai "Hukum Bunigéérest yang menegaskan: "Praktek
pembungaan uang saat ini telah memenuhi kritel@ yang terjadi pada jaman
Rasulullah SAW, yakni Riba&lasi'ai’**°. Menurut Bank Indonesia dalam rubrik
edukasi perbankan, dinyatakan bahwa jenis bungalaflat rate, effective rate
dan anuita$®.

Dalam butir 5 (sub "Mengingat') Fatwa DSN-MUI No.4/BSN-
MUI/XII/12012 yang menyebutkan "Adat (dapat) dijleain pertimbangan dalam
penetapan hukum." Terkait hal ini, di dunia padaumnya dan di Indonesia pada
khususnya, yang telah beroperasional lebih dullabdaank konvensional. Bagi
bank konvensional, instrumen bunga anuitas memadghsmenjadi kebiasaan

untuk diterapkan dalam mengakui pendapatannya. uKateu diserap ke

13%¥pewan Syariah Nasionakatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000Ketentuan
HukumMurabahahDalam Bank Syariah angka 1

13%Majelis Ulama Indonesia,Fatwa MUl No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga
(Interest/Fa’idah),Hukum Bunga (Interest) angka 1

1%Dapat dilihat pada brosur Bank Indonesia programkasi masyarakat dalam rangka
Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (AR#hgenai‘Memahami Bunga Kredit'(brosur
terlampir pada bab lampiran tesis ini)
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perbankan Islam, sepanjang kebiasaan tersebut bigldéntangan dengan syariat
Islam hal itu dapat diakomodir. Tetapi kalau tids#suai dengan syariat Islam
tentu tidak bisa menjadi bagian Hukum Islam (khogagerkait muamalah).

Hal lainnya adalah pengakuan keuntungan atau mamjirabahahyang
dihitung dengan menggunakan metoeféective interest ratganuitas) secara
akuntansi didasarkan pada fakta baliwmaome is earned throughout the period
of loan from the balance of loan principal’Artinya keuntungammurabahah
setiap tahun diperoleh atau dialokasikan berdaeaperkalian antara saldo
terutang dari pokok pinjaman diluar marjin labaatikan dengan tingkat bunga
efektif yang secaraimplisit dikenakan atas pokok pinjaman itu. Metode
perhitungan demikian memang sesuai untuk pinjam imam uang, tapi tidak
sesuai untuk jual beli barang, dimana menurut agamarjin keuntungan dan
pokok pinjaman menyatu sebagai piutangirabahah tangguh yang tidak
terpisahkat'.

Penerapan ini secara konsisten menuntut pengakeantungan bukan
dikaitkan dengan pokok pinjaman ata@ardh melainkan dikaitkan dengan
pengakuan penghasilan dalam akuntansi; yakni setdgagan transfeisk dan
reward yang melekat pada transaksurabahahtangguh. Penerapan kaidah ini
dikaitkan dengancritical event atau kejadian terpenting dalam transaksi
murabahah Bila kejadian terpenting adalah menjual barangn doroses
penagihan piutang sangat mudah, murah, dan tidagikme marjin murabahah

bahkan dapat diakui seluruhnya pada saat tranpakgualan terjadi. Tapi bila

G ustani http://gustani.blogspot.co.id/2012/09/problematikansaksi-murabahah.html
diakses pada tanggal 06 Februari 2016
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proses penagiharicash collection)relatif berisiko dan membutuhkan biaya
administrasi yang relatif signifikan, marjin labarbs diakui proporsional dengan
penagihan ka&’.

Pembiayaarmurabahahesensinya adalah jual-beli barang yang masing-
masing jenis barang memiliki karakteristik unik afal dunia perdagangan.
Artinya untuk jenis barang yang berbeda maka tihgkarjin/keuntungan juga
berbeda. Sehingga dengan demikian, maka berbedappuing pembiayaan
murabahahdengarpricing fasilitas kredit pada bank konvensiorticing kredit
pada bank konvensional didasarkan pada harga &ey (dana yang disalurkan
pada fasilitas kredit) dibandingkan dengan harghljerupa suku bunga kreldit

Dari hal diatas dapat kita analisis terhadap pererametode anuitas
dalam pengakuan keuntungamurabahah di lembaga keuangan syariah.
Berdasarkan penggunaan ketentuan akuntansi atalk R&Ag digunakan jika
metode anuitas yang diterapkan berpotensi mengsitastansmurabahahyang
semula adalah akad jual beli menjadi transaksiapinmeminjam uang, maka
sudah dapat dipastikan akad tersebut menjadi kangang bertentangan dengan
prinsip syariah dikarenakan didalamnya ada unswmgduwang identik dengan

riba.

¥2pid
135ugeng WidodoVioda Pembiayaan, ....HIm.480
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5. Tantangan Bagi Bank Kalsel Syariah Dalam Hal Penerapan Metode
Anuitas Pada K euntungan Murabahah

Bank Kalsel Syariah dalam hal penerapan metodeamnakan mengacu
pada ketentuan Pedoman Akuntansi Perbankan Sy@@#RSI) 2013. Pedoman
ini pada beberapa lembaga keuangan syariah terygarbankan syariah berbasis
nasional bukanlah hal yang baru lagi. Metode imiasumereka terapkan ketika
Pedoman PAPSI 2013 baru diterbitkan. Bahkan perkilenp bank syariah
nasional yang tergabung dalam Asosiasi Bank Sydnaonesia (Asbisindo)
pusat menjadi salah satu pihak yang memberi doronigen masukan kepada
DSN-MUI sehingga terbitlah Fatwa Nomor 84/DSN-MUIIZ012 tentang
Metode Pengakuan Keuntungahl-Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan
Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 menyebutkanaldm
pengakuan keuntunganurabahahdalam metode anuitas dianggap leaghlah
bagi lembaga keuangan syariah berdasarkaf yang berlaku dikalangan
Lembaga Keuangan Syariah. Sebagai perbankan sygaiay masih berstatus
Unit Usaha Syariah dan masih harus berjuang datamgka memenuhi regulasi
spin Off sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang peslbbasjkariah dan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentdnit Usaha Syariah.
Implementasi metode anuitas dalam pengakuan kegemumurabahahdianggap
oleh manajemen Bank Kalsel Syariah sebagai saldab kagkah dalam

memuluskan jalan menufpin Offtersebut.
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Berbagai regulasi dari pihak otoritas seperti Resst Otoritas Jasa
Keuangan (POJK) maupun Peraturan Bank Indonesid) (P&81g membuat
persaingan industri perbankan menjadi meningkat peya diikuti semakin
berkembang pesatnya pertumbuhan perbankan syaediadis nasional baik
perbankan pemerintah maupun perbankan swasta, ra¢mbok Kalsel Syariah
harus membuka diri dan menjadi bagian perbankanatygang menerapkan
PAPSI 2013 serta mengimplementasikan metode andaksn hal pengakuan
keuntungan pada pembiayaanrabahalnya.

Namun bukan hal yang mudah bagi Bank Kalsel Syarmktam
implementasi tersebut, selain tantangan yang mudaul intern bank kalsel
sendiri seperti harus diperbaharuinya buku pedoalamtansi syariah terbaru
yang mengacu pada PAPSI 2013 termasuk juga hariekuwkan transformasi
dalam hal sistem aplikasi dan teknolo@iofebanking, selama ini bank kalsel
syariah dikenal sebagai sedikit bank syariah yargsim menerapkan pola
proporsional dalam pengakuan keuntungamabahalmya, pola ini oleh beberapa
nasabah dianggap lebih transparan dan lebih memdexm pola jual beli
sehingga lebih terasa prinsip syariahnya.

Dengan menerapkan metode anuitas dalam pengakuantukgan
murabahah bukan mustahil hal tersebut menjadi pertanyaanpdaa nasabah
yang selama ini merasa nyaman dengan pola propatsideskipun pola anuitas
sudah menjadirend dihampir seluruh perbankan syariah di Indonesianura
dengan samanya metode yang dipergunakan dengamyladba perbankan, Bank

Kalsel Syariah akan kehilangan salah satu keuntungaeka dalam memasarkan
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murabahah dikarenakan mereka kini tidak lagi menjagiefnbeda” diantara
perbankan lainnya. Terutama jikaurabahahitu ditawarkan kepada nasabah
existing yang selama menjadi nasabah Bank Kalsel Syaridbiaser dengan
metode proporsional.

Tantangan tersebut menjadi catatan penting bad kelsel syariah dalam
mengarungi “petualangan bisnisnya”. Regulggin Offyang tidak bisa ditawar
lagi dan semakin pendeknya batas waktu yang dijalalam menujuSpin Off
tersebut. Manajemen Bank Kalsel Syariah menjadikgriementasi PAPSI 2013
dan penggunaan metode anuitas damumabahahsebagai langkah awal dalam
upaya mereka menuju keberhasilan dalam cita-citgjadeBank Umum Syariah

(BUS) sepenuhnya.

D. Wujud Asas Keadilan Dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah
Dengan Pengakuan Keuntungan Ber dasarkan M etode Anuitas
1. Akuntans Syariah Yang Berkeadilan
Keadilan dalam konteks akuntansi adalah (1) aksntgang “benar”
(berdasarkan tafsir Q.S. Al-Bagarah ayat 282) dgnakuntansi yang berpijak

pada nilai-nilai syariadan moral, berikut paparanrja

“4wan Triyuwono ‘Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan TeofJakarta:
Rajawali Pers. 2006), HIm.198
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“Dalam konteks akuntansi, kata ‘adil’ dalam ayatstdyut (Q.S. Al-Bagarah ayat
282), secara sederhana, dapat berarti bahwa setiapsaksi yag dilakukan oleh
perusahaan dicatat dengan benar. Misalkan, nilaingaksi adalah sebesar Rp
100 juta, maka akuntansi (perusahaan) akan meneggatiengan jumlah yang
sama; dengan kata lain, tidak ada window dres§thgalam praktik akuntansi

perusahaan.”

“Pengertian kedua dari kata ‘adil’, bersifat lebilnidamental [dan tetap berpijak
pada nilai-nilai etika §yariah) dan moral]. la berkaitan erat dengan pertanyaan-
pertanyaan berikut: apakah praktik akuntansi modsaat ini teah menyajikan
informasi akuntansi secara adil atau mengandungimllai keadilan? Apakah
‘kerangka’ akuntansi modern telah dibangun dengandési nilai keadilan?
Apakah dasar-dasar teoritis yang melandasi ‘keraigikuntansi modern juga
memiliki nilai keadilan?Dan apakah landasan fildsoffang mendasari teori
akuntansi modern memiliki nilai-nilai yang dapapeéitanggungjawabkan sesuai
dengan fitrah yang dimiliki manusia?”

Walau pada praktiknya, akuntansi syamahsih harus terus berpaan
procces}¥ untuk terus mengembangkan dirinya memenuhi kélauntundustri riil
dan keuangan syariah, tapi akuntansi syaj@aalgan sampai kehilangan kendali
sehingga keluar dari rel akuntansi syariah. Dalamidks akuntansi berkeadilan,
akuntansi syarialbukan hanya bermain pada letak kebenaran “pelajoiapi
juga harus mampu menggali nilai yang lebih fundaalgnilai etika dan moral).

Triyuwono memberikan gambaran urgensi “metaforatadebagai upaya
membangun organisasi yang amanah sebelum melampgidsh sistem akuntansi

yang berlaku dalam organisasi tersebut, dalam ppkdkan beliau menjelaskan

(menyimpulkam*®

“Window dressinglalam pengertian pasar modal, akuntansi dan kenamtiartikan
suatu rekayasa akuntansi. Aksi itu sebagai upaysyajigan gambaran keuangan yang lebih baik
daripada berdasarkan menurut fakta dan akuntangi lgagim. Caranya, dengan menetapkan aset
dan/atau pendapatan terlalu tinggi, dan menetaliaifitas dan/ atau beban terlalu rendah dalam
laporan keuangan

18wan Triyuwono ‘Akuntansi Syariah........... Hjm. 226
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“Pengguna metafora zakat pada akhirnya berkonsekuysada (1) pertama,
adanya transformasi dari pencapaian laba bersimyanaksimal) ke pencapaian
zakat. (2) Kedua, adanya ketaatan pada aturan mn(aites of game) yang
ditetapkan dalamsyariah (3) Ketiga, penyimbangan antara karakter egoistik
(egoistic, selfish) dengan altruistik/sosial (aistc). (4) Keempat, pembebasan
manusia dari berbagai bentuk penindasan dan ekisigioi (5) Kelima, adanya
penghubung antara aktivitas manusia yang profami@ui) dan suci (ukhrawi).

Dan ciri-ciri atas penerapan metafora zakat paddusarganisasi akan
memperlihatkan pola akuntansi syarighng berkeadilan, berikut pemaparan
Triyuwono :

“Karakter perusahaan yang demikian (menggunakan foratazakat untuk
membangun entitasnya) akan selaras dengan akurggasahyang dipraktikkan
di dalamnya. Ini dapat dilihat pada akuntarsyariahyang memiliki ciri-ciri
sebagai berikut: (1) menggunakan nilai etika sebatgsar bangunan akuntansi,
(2) memberikan arah pada, atamenstimulasi timbulnya perilaku etis, (3)
berperilaku adil terhadap semua pihak, (4) menyaingikan sifat egoistic dan
altruistic, dan (5) mempunyai kepedulian terhadaghkungari'*’.
2. Konsep Pengakuan Keuntungan Y ang Adil Pada Murabahah

Untuk konsep perolehan laba yang adil, Ibnu Taimiyeendefinisikan laba
yang adil sebagai tingkat laba normal. la menenfgrglehan keuntungan yang
eksploitatif ghaban fahisy dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat
terhadap kondisi pasar yang adauétarsi). Ibnu Taimiyah menjelaskan, dalam
Karim :
“Seorang yang memperoleh barang untuk mendapatkamagqué&kan dan
memperdagangkannya di kemudian hari diizinkan médak hal tersebut.
Namun, ia tidak boleh mengenakan keuntungan teghamtang-orang miskin
yang lebih tinggi daripada yang sedang berlaku r{ak al-mu’'tad), dan

seharusnya tidak menaikkan harga terhadap merekag yw@dang membutuhkan
(dharurahy **8

“Tbid, HIm. 227
18adiwarman A. Karim, “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Ed. 3{Jakarta: PT
RajaGrafindo persada, 2004), HIm.360
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Menurut Alimuddin, keuntungan yang adil adalah :

“Dalam pandangan keadilan yang Islami, keuntungangyadil bagi pemilik,
apabila keuntungan tersebut dapat memenuhi kebotybhakok pemilik dan
keluarganya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhgup yang layak di dunia
dan bekal menuju alam akhitaf®.

Pada dasarnya, keuntungan yang berkeadilan adalehylang normal
yang sedang berlaku di pasaran. Keuntungan yargyaligh pun tidak terlalu
besar dan tidak terlalu kecil. Proyeksinya adaktepapan harga yang adil. Tidak
terlalu besar melampaui tingkat laba normal yangleaung eksploitatif dan juga
tidak terlalu kecil sehingga kebutuhan hidup baik chaupun keluarga yang
dinafkahi, tidak terpenuhi. Inilah dimensi keadiladalam penentuan
keuntungan/marjin.

Kesimpulannya adalah keadilan dalam konteks peaantmarjin
murabahahadalah menentukan marjdengan memerhatikan kepentingan antara
pihak pembeli (nasabah) dan penjual (perbankanyatemadanya proses tawar-
menawar antara pembeli dan penjual. Pihak penjiddk t diperbolehkan
mengeksploitasi “ketidakmampuan” sang pembeli dspiek informasi, daya beli,
kebutuhan terdesak pembeli, dan lain sebagainya.

Perlu ditekankan keadilan dalam konteks penentuanimmmurabahah

tidak terbatas pada konsep di atas. Pengambilamegan, walau dengan segala

kemudahan konsep transaksionalnya, punya klasifiqaakah tergolong dalam

149Alimuddin “Merangkai Konsep Harga Jual Berbasis Nilai Keadildalam Islam”
Jurnal Ekuitas Vol. 15 No. 4 Tahun 2011
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perolehan keuntungan yang halal atau haram. Tetkait ini, Muhammad
mengemukakan dua jenis keuntungan berdasarkarHsakainy&®
a. Keuntungan Halal; adalah keuntungan yang dibenarkanurutsyara’
baik dari sisi jumlah maupun cara memperolehnya.
b. Keuntungan Haram; keuntungan yang dilarang syetna’, meliputi:

1) Keuntungan dari memperdagangkan komoditas haram.

2) Keuntungan dari perdagangan curang dan manipulatif.

3) Keuntungan dari penyamaran harga yang tidak wajar.

4) Keuntungan melalui penimbunan barang dagangan.

Dari penjelasan di atas, dapat dengan jelas kiga perbedaan klasifikasi
antara perolehan keuntungan (marjin) yang halagaerperolehan yang haram.
Karena batasannya yang cenderung tidak kaku inkanpaaktik muamalah jual
beli murabahah menjadi sangatfleksibel. Tentu praktik perolehan marjin
murabahahmenjadi haram jika memenuhi syarat sebagai perolefeajin yang

tidak dibenarkamsyari’at, seperti yang diungkapkan di atas.

3. Penetapan Marjin Anuitas Pada Murabahah di Bank Kalsel Syariah
Ditinjau Dari Aspek Asas K eadilan
Diterbitkannya Buletin Teknis No. 9 oleh Ikatan Adan Indonesia (IAl)
pada tanggal 16 Januari 2013 tentang Penerapand&letomuitas Dalam
Murabahah yang kemudian disusul dengan terbitnya Surat BdaBank

Indonesia No. 15/26/DPbs, tanggal 10 Juli 2013atemtpelaksanaan Pedoman

%Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di BankaBah”.
(Yogyakarta: Ull Press.2004), Him. 187
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Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI 2@&8)y menjelaskan bagi
lembaga keuangan/perbankan syariah yang bermaksndrapkan anuitas untuk
pengakuan keuntungan pada transaksi pembiayasabahahharus melakukan
pengakuan, pengukuran, penyajian,dan pengungkagmraisdengan ketentuan
pada PSAK No. 55 tentang Instrumen Keuangan: Pemagaklan Pengukuran,
PSAK No.50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian,RISAK No. 60 tentang
Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

Hal tersebut ditetapkan karena pembiayaanurabahah yang
keuntungannya diakui secara anuitas didasarkan fa&ta bahwa pembiayaan
murabahah adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan rsygainag
disalurkan kepada nasabah dengan mekanisme jualdbalam akuntansi
kegiatan seperti ini secara substansi dikategor#ebagai kegiatan pembiayaan
(financing karena pengakuan keuntungan dengan menggunakiaaerenuitas
dihitung darioutstandingpokok pembiayaan dan bukan dari pokok pembiayaan.

Bank Kalsel dalam penerapan metode anuitas mengtal PAPSI 2013,
ciri khas metode anuitas adalah angsuran per btdgap selama periode
pembiayaan. Perhitungan ini akan menghasilkan godguran harga pokok yang
semakin membesar dan marjin keuntungan yang semakinirun. Permasalahan
akan timbul jika nasabah bermaksud untuk melakugelinasan dipercepat.
Terutama jika pelunasan dilakukan dalam tempo yalads terlalu lama saat akad
ditandatangani oleh para pihak. Nasabah Bank K&gatiah akan mendapati

jumlah pokok yang telah dibayar tidak mengalamiypanan yang signifikan
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meskipun angsuran setiap bulannya selalu dibayat t®aktu dan tidak pernah
mengalami keterlambatan.

Nasabah kemunginan akan mempertanyakan sisa pekukigrsisa lebih
besar dan bisa saja hal tersebut membuat nasabghdinéak nyaman. Pokok
yang masih tersisa besar membuat nasabah seakansakarti harus membayar
bunga yang besar meskipun ia melakukan akad peadmnapada perbankan
syariah. Disinilah aspek asas keadilan antara pdrak yang berkontrak bisa
menjadi tercederai. Apalagi bukan suatu hal yanghdagi apabila saat akad
pembiayaanmurabahahdilaksanakan oleh para pihak, pihak nasabah mienjad
pihak yang lemah dan hanya bisa menerima saat pésadbiayaan disodorkan
kepada mereka. Sangat jarang sekali juga pihakapkam menjelaskan kepada
nasabah hal detail terutama metode apa yang digark@pada nasabah dalam hal
penetapan marjimurabahah Nasabah baru mengetahui hal tersebut di belakang
hari terutama saat akan menghitung pelunasan. pardankan biasanya berdalih
bahwa informasi tentang metode penetapan marjindeepasabah adalah sesuatu
yang menjadi rahasia intern di perbankan. Sedangkdimal yang dituangkan
kedalam akad pembiayaan adalah hal-hal umum saja.

Jika metode proporsional yang diterapkan dalam glaran keuntungaan
murabahah nasabah akan mudah untuk melakukan perhitungadgirsenarjin
yang dibebankan kepada mereka dikarenakan dalaodeptoporsional proporsi
pokok dan marjin dihitung secara proporsional sgggnakan menghasilkan angka
yang sama dalam setiap bulannya. Berbeda jika metaduitas yang

dipergunakan, perlu rumus khusus dalam menghitagguaan pokok dan marjin
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yang dibebankan kepada nasabah setiap bulanny&aBglerhitungan secara
manual sering berpotensi adangaor atau kesalahan dalam penghitungannya
jika dihitung secara manual.

Pemahaman nasabah yang minim tentang operasiondang&an
terutama dalam hal menghitung marjin keuntungangydibebankan kepada
nasabah seringkali membuat mereka menyerahkan gapenkepada perbankan
dalam hal-hal teknis seperti metode perhitunganimafepercayaan masyarakat
kepada bank syariah yang semakin besar akhir-akhinemberi keyakinan akan
prinsip syariah yang diterapkan oleh perbankaniayakan mampu memberikan
rasa keadilan bagi nasabah.

Namun dalam prakteknya, terkadang nasabah menganggdoankan
syariah tidak jauh berbeda operasionalnya dengabapkan konvensional.
Terutama jika melihat metode yang diterapkan daldal pengakuan
keuntungan/marjimmurabahahtidak jauh berbeda bahkan sama persis dengan
metode perhitungan bunga pada perbankan konvehsfAmggapan pun muncul
bahwa penerapan aspek syariah secara murni unaikirsamasih belum bisa
dilaksanakan karena para praktisi perbankan syanadsih banyak yang
mempergunakan tata cara atau praktik yang menyiesigbem perbankan secara
konvensional. perbankan syariah diharapkan dapat menerapkan asymkah
yang mengedepankan prinsip keseimbangan dan asaslilake antara
kepentingan individu dan masyarakat. Jangan samediankan syariah hanya

melihat aspek bisnis saja tanpa memperhatikan asyp@kah karena sama saja
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dengan melakukan praktik perbankan secara konvealsiengan kemasan akad
syariah atau dengan kata lain hanya ganti mengagumiadju syariah.

Banyaknya kritik-kritik yang ditujukan dalam opsi@nal perbankan
syariah seyogyanya harus disikapi positif oleh serkalangan yang terlibat.
Penulis yakin yang sebenarnya menjadi bahan knitda@am perbankan syariah
bukanlah lembaganya namun operasional dan terapariPgrbankan syariah
masih menjadi pondasi yang sangat kuat dalam megopgzerekonomian
nasional. Sistem yang bebas riba membuat perbasfamah termasuk Bank
Kalsel Syariah mampu melewati badai krisis sesapiapun dan ikut menjadi
salah satu pilar dalam mendorong kemajuan perekiamomasional pada

umumnya dan di Kalimantan Selatan pada khususnya.
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